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A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang berarti rakyat
memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang
berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini
warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang
sama/setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan
dan memberikan kesempatan penuh untuk berpasrtisipasi secara aktif
dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-
undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung, karena
demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat,
untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan
dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah
bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal.
Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas
tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya

menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk



didelegasikan. Wilayah administratif di dalam Negara Indonesia saat
ini dibagi menjadi 34 provinsi.t

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut
asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 setelah hasil amandemen, maka dinyatakan bahwa
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan
pemerintah pusat.” Dimana ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat
mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya untuk mempercepat
proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, meningkatkan
daya saing daerah dengan mempertahankan prinsip demokrasi, keadilan
dan kekhususan suatu daerah yang masih dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

! https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan , diakses pada 12
Oktober 2019, pukul 16:00 WIB

2 Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993). h. 3


https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan

Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen
huishoulding (menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi adalah
pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya.?
Perubahan keempat UUD Tahun 1945 menyatakan jelas mengenai
bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara
Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyebutkan : “... negara
kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan

Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.’

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang
memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945. Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan selurunh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana ada

% Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum,
(Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), h. 108-109

* Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung : Pustaka Setia,
2015), h. 152



dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

Penegasan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek
kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus
senantiasa berdasarkan atas hukum. Termasuk didalamnya tugas dan
wewenang gubernur dan bupati/wali kota dalam menjalankan perannya
sebagai kepala daerah diatur berdasarkan hukum. Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk
menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan tanggungjawab kepada daerah. Desentralisasi
kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan
sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat,
pertumbuhan aspirasi dan kreatifitas, peningkatan peran serta
masyarakat lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.’

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal
18 UUD 1945, telah melahirkan banyak berbagai produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur
tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang

® Widjaja HAW, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2005). h. 86



Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .
Secara substansional undang-undang tersebut mengatur tentang
susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga telah mampu
mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai
zamannya.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang
ini bukan hanya mengatur tentang otonomi daerah namun juga tugas
dan wewenang kepala daerah dalam mengatur daerah otonomnya dan
juga mengatur kepala daerah agar tidak sewenang-wenang dalam
menggunakan jabatannya sebagai kepala daerah. Selain Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur
tentang kewenangan kepala daerah, ada juga Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah yang menjelaskan lebih detail dan lebih rinci tentang
kewenangan kepala daerah.

Kepala daerah atau dalam hal ini adalah gubernur dan
bupati/wali kota mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Dan
wewenang gubernur dan bupati/wali kota mempunyai batasannya
sesuai dengan apa yang telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun telah
diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang akan tetapi ada juga
kepala daerah yang melanggar dan melakukan tindakan diluar batas
kewenangannya.

Pada dasarnya yang seharusnya bertanggungjawab atas
ketidaksesuaian hukum atau yang melakukan wewenang diluar batas
kewenangan kepala daerah adalah pemerintah itu sendiri. Ketika kepala
daerah tidak melakukan kewenangannya sesuai dengan hukum yang
berlaku maka masyarakat yang merasa tidak puas dengan Kkinerja
kepala daerahnya akan melakukan perlawanan. Kepala daerah yang
seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,
menyelenggarakan pembangunan, serta menyelenggarakan

pemerintahan yang mengatur dan mengurus masyarakat, dengan



menciptakan ketentraman dan Kketertiban yang mengayomi dan
mensejahterakan masyakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan
pokok-pokok Good Governance yang bertujuan untuk merealisasikan
pemerintahan yang professional dan akuntabilitas, baik, bersih, dan
berwibawa yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi
masyarakat yang merupakan tujuan utama dari implementasi Good
Governance tersebut.

Yang dimaksud dengan penyalahgunanan yang melampaui
batas adalah melaksanakan kegiatan atau bertindak diluar batas
kewenangan yang tercantum dalam undang-undang. Penyalahgunaan
kewenangan menurut R. Abdoel Djamali dapat diartikan dalam 3

wujud yaitu :

e Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan.

e Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan
pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan

umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang



diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan
lainnya.

e Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan
prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai
tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar
terlaksana.’®

Salah satu permasalahan yang ada adalah maraknya

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah dalam
mengatur daerah otonomnya. Contohnya yang dilakukan oleh Bupati
Tasikmalaya yang dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang
dengan melakukan Rotasi dan promosi terhadap 13 pejabat eselon 2
dan eselon 4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71
ayat (2), Bupati atau Wakil Bupati tidak boleh melakukan pergantian
pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari
menteri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang

terjadi di lapangan, telah terjadi rotasi atau pergantian pejabat dan

®https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/stellanathanis/5
c015155677ffb642912d805/maraknya-penyalahgunaan-wewenang-kepala-daerah
diakses pada 19 Oktober 2019, pukul 10:49 WIB


https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/stellanathanis/5c015155677ffb642912d805/maraknya-penyalahgunaan-wewenang-kepala-daerah
https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/stellanathanis/5c015155677ffb642912d805/maraknya-penyalahgunaan-wewenang-kepala-daerah

diindikasikan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam
Negeri. Selain Bupati Tasikmalaya ada juga Pelaksana tugas (Plt)
Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang dianggap melakukan
penyalahgunaan wewenang Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat
oleh PIt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dianggap melampaui
kewenangan-kewenangan seorang PIlt, kewenangan yang dianggap
diluar kewenangannya diantaranya yaitu :
1) Mengubah jumlah SKDP (Surat Keterangan Domisili
Perusahaan) dari 54 menjadi 42 SKDP, dan menghapus
1.060 jabatan;
2) Memutuskan untuk memberikan dana hibah untuk Bamus
Betawi sejumlah Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016 dan
Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017;
3) Menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan
alasan psikologis politik DPRD DK,
4) Mengubah kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas
anggaran sementara DK Jakarta.
Pada prinsipnya, tugas dan wewenang PIt itu sama dengan seorang

kepala daerah, yang membedakannya terletak pada kewenangan yang
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dibatasi, dimana pada pasal 132A ayat (1) peraturan pemerintah Nomor
49 Tahun 2008, seorang plt dilarang :

a) Melakukan mutasi pegawai;

b) Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat
sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang
bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang
bertentangan dengan pejabat sebelumnya; dan

d) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan program dan program
pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun pada ayat (2) PP ini menulis : ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Bisa dilihat berdasarkan regulasi tersebut kewenangan seorang
pejabat sementara kepala daerah atau pelaksana tugas daerah sangat
terbatas, terutama pelanggaran untuk empat hal tersebut diatas.

Tindakan yang dianggap melampaui kewenangan gubernur dan
bupati/wali  kota dalam mengatur daerah otonomnya dapat

menimbulkan sebuah implikasi bagi gubernur dan bupati/wali kota itu
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sendiri sehingga dapat menyebabkan perlawanan atau sikap
ketidaksukaan ataupun kesalahpahaman dari masyarakat kepada
gubernur atau bupati/wali kota. Untuk itu, perlu dilakukannya sebuah
penelitian untuk membahas tentang “Analisis Batasan Kewenangan
Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah”.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi
permasalahan yang akan dibahas agar lebih berfokus pada pokok
permasalahan yang ada sesuai dengan pembahasannya, dengan tujuan
agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti
mengenai Analisis Batasan Kewenangan Kepala Daerah Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu
penelitian karena dengan perumusan masalah seorang penulis telah
mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak

dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar
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belakang masalah diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka

penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apasaja kewenangan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ?

2. Bagaimana kewenangan kepala daerah dalam mengatur daerah
otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tantang Pemerintahan Daerah ?

. Tujuan Penelitian

Tujuan didalam karya ilmiah ini merupakan sebuah target yang
hendak dicapai oleh penulis melalui serangkaian aktifitas penelitian,
karena segala sesuatu dalam bentuk penelitian pasti mempunyai tujuan
tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.

Selaras dengan batasan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan kepala daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah.

2. Untuk mengetahui batasan kewenangan kepala daerah dalam
mengatur daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tantang Pemerintahan Daerah
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E. Manfaat Penelitian
Bertitik tolak pada perumusan masalah diatas yang telah
dikemukakan, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh.
Adapun manfaat tersebut penulis bagi menjadi 2 manfaat yaitu :
1. Manfaat Teoritis

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
tentang batasan kewenangan kepla daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa hukum khususnya mengenai analisis batasan
kewenangan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami
masalah lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis
Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangsih pemikiran
mengenai hukum mengenai analisis batasan kewenangan kepala

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Pemerintahan Daerah.



F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

14

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan

melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang

sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu

data pendukung menurut penulis yang perlu dijadikan bagian tersendiri

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang

sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian

terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan tugas dan

wewenang kepala daerah.

Dari beberapa literatur skripsi yang ada dalam lingkup fakultas

syari’ah dan fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi, penulis

mengambil beberapa untuk dijadikan sebuah perbandingan, diantaranya

No

Nama Penulis/

Judul/Universitas/Tahun

Substansi

Perbedaan Dengan

Penulis

Shabrina Duliyan Firda/
Perluasan  Kewenangan
Gubernur Dalam sistem
Pemerintahan daerah

Menurut Undang-

Dalam skripsi ini sang
penulis membahas
tentang Kewenangan
gubernur sebagai

wakil pemerintah

Dalam penelitian ini
penulis lebih
membahas tentang
batasan kewenangan

yang harus di taati
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Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah/
Universitas  Lampung/
2016

pusat berdasarkan UU
Nomor 23 Tahun 2014
diperluas dibidang
pembinaan dan
pengawasan yaitu
dalam hal keuangan,

kepegawaian, dan

kebijakan. Dilakukan
perluasan untuk
meningkatkan

hubungan koordinasi,

harmonisasi dan
keselarasan antara
pemerintah pusat

dalam hal ini diwakili
oleh gubernur dan
pemerintahan daerah
dalam
penyelenggaraan

otonomi daerah.

oleh kepala daerah

yaitu gubernur dan

bupati/wali kota
berdasarkan Undang-
Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang
pemerintahan daerah

yang didalamnya juga

membahas tentang
perangkat daerah,
otonomi daerah dan

sejarah pemerintahan
daerah termasuk
membahas
pemerintahan daerah
provinsi dan
pemerintahan

kabupaten/kota.
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Frisca Tyara M. Fanhar/
Kewenangan Pejabat
Kepala Daerah Dalam
Melaksanakan ~ Mutasi
Kepegawaian Di Kota
Bandar Lampung/
Universitas  Lampung/

2016

Dalam skripsi ini sang
penulis  menjelaskan
tentang  kewenangan
pejabat kepala daerah
dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 pada
pasal 132A ayat (1)
dilarang  melakukan
mutasi pegawai, tetapi
dapat  disampingkan
dengan adanya
persetujuan  tertulis
dari Kementrian

Dalam Negeri. Akan

tetapi pejabat
Walikota Bandar
Lampung Sulpakar

merombak 52 pejabat

kepala daerah dan ini

Dalam penelitian ini

penulis membahas
tentang analisis
batasan kewenangan

kepala daerah yang

dalam hal ini adalah

Gubernur dan
Bupati/Wali Kota
dalam mengatur

daerah otonom yang
juga didalamnya
membahas tentang

tugas gubernur dan

bupati/wali kota,
wewenang  gubernur
dan bupati/wali kota,
kedudukan gubernur
dan bupati/wali kota

dan juga perbedaan

antara gubernur dan
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dianggap tidak sah | bupati/wali kota.
karena melanggar
Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008
pasal 132A ayat (1)
larangan  melakukan

mutasi.

G. Kerangka Pemikiran
Secara bahasa, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang
dalam bahasa Indonesia orang yang memimpin atau orang yang berada
di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau
tidak.” Dalam bahasa arab, kata pemimpin bisa diwakili dengan kata ar-
Rais yang akar katanya ra-a-sa, artinya mengepalai, mengetuai, atau
memimpin.? Salah satu teori kepemimpinan dalam islam menurut Imam

Al-Mawardi yaitu :

"'W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Bali
Pustaka, 1976), h. 726

& A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaam dalam menyelesaikan
masya: Pustaka Progresif, 1997), h. 458
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P A Ay (R A 3 o 5 3 4800 e 3 5a AalaY
“kepemimpinan itu ada sebagai suksesi untuk pengganti nubuat
(kenabian) dalam menjaga agama dan kebijakan dunia”
Kepemimpinan itu pengganti dari nubuah (sebelumnya untuk
mengontrol masyarakat identik dengan kenabian seperti Rasulullah
sebagai pusat kepemimpinan kemudian setelah Rasulullah meninggal
kepemimpinan itu bergeser kepada khalifah contohnya Abu Bakar,
pengganti dari Rasulullah yaitu khalifah) untuk menjaga agama dan
mengontrol kebijakan dunia.

Selain itu teori kepemimpinan dalam islam diantaranya adalah :
alioally b 3ia e 50 S Hla) i jist

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi

kepada kemaslahatannya. "*°

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau

penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk

Shttps://www.dorar.net/agaida/3988/%D8%AT7%D9%84%D9%85%D8%A8
%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A. -
%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7 Diakses Pada
7 Januari 2020, Pukul 22:51 WIB

19 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 15 Edisi
Pertama


https://www.dorar.net/aqaida/3988/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7
https://www.dorar.net/aqaida/3988/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7
https://www.dorar.net/aqaida/3988/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7
https://www.dorar.net/aqaida/3988/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7
https://www.dorar.net/aqaida/3988/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%DB%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7
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golongan atau untuk diri sendiri. Pemimpin adalah pengayom dan
pengemban kesengsaraan rakyat.

Dengan merujuk kepada konsep Negara hukum yang
diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong
sebagai Negara hukum demokrasi, dimana kebebasan berkehendak
yang memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Seperti
yang tertuang dalam prinsip demokrasi bahwa siapapun yang memiliki
kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi
kebebasan atau kesempatan untuk membela kepentingannya. Hal
tersebut dalam rangka membangun terciptanya Good Govermance yang
menjadi cita-cita bangsa.'’ Good govermance pada dasarnya adalah
suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan
pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara
dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu

negara.*?

' Andi Cahyadi, “Analisis Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Lembaga
Ombudsman Dalam Menunjang Pemerintahan Yang Baik (Good Govermance)
Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018),
h. 14-15

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-danpenerapan-
good-governance-di-indonesia-99, diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 21:27 WIB


https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-danpenerapan-good-governance-di-indonesia-99
https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-danpenerapan-good-governance-di-indonesia-99
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Secara teori, pemerintahan daerah menurut Undang-undang
nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.*®

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam konteks
hubungan pusat-daerah dalam literatur hukum dan pemerintahan daerah
dikenal adanya 3 (tiga) asas Vyaitu asas dekonsentrasi, asas
desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind). Pada pasal 18 ayat
(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menegaskan
pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.**

3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3)

1 Entol Zaenal Muttagin, Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan, (Ttp :
Pusat Penelitian dan Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada
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Asas desentralisasi menurut Titik Triwulan Tutik dikutip dari
Philipus M. Hadjon, desentralisasi mengandung arti bahwa wewenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata
dilakukan oleh pemerintahan pusat, melainkan dilakukan juga oleh
satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan
mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.™
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah telah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom
berdasarkan asas otonomi.*®

Menurut Miftah Thoha, dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah (pusat) kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu. Dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan daerah dijalankan
hanya berada di pemerintah daerah provinsi. Sistem ini dijalankan oleh
gubernur dan beberapa kantor wilayah (kanwil) departemen yang

kewenangannya tidak didesentralisasikan di pemerintahan daerah. di

Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten, 2014), h.156-157

> Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska
Amandemen UUD 1945, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 250

! Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Ayat (8)
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pemerintah provinsi yang diberi hak dan wewenang melaksanakan
kewenangan dekonsentrasi ialah hanya gubernur bukan pemerintah
daerah provinsi, dan kanwil dari instansi vertikal di wilayah tertentu.'’
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi vertikal adalah
perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementrian
yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.*®
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau
kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan

dan  mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang

7 Miftah Thoha, Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan, (Jakarta : Prenamedia
Group, 2014), h. 141

¥ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Ayat (9) dan Ayat (10)
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menugaskan.® Namun menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah, Tugas pembantuan adalah penugasan
dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten atau kota
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.?

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,
delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi
terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau

diciptakan suatu wewenang baru.?

Mengenai sumber kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya maka
didefinisikan sebagai berikut :

e Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan (attributie van

Bhitps://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-yang-dimaksud-dengan-
tugas-pembantuan, diakses pada 23 Oktober 2019, pukul 21:58 WIB

% Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Ayat (11)

?! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2018), h. 101


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-tugas-pembantuan
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-tugas-pembantuan
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wetgevingsbevoegdhied), adalah bentuk kewenangan yang
didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau
Undang-Undang lainnya  kepada suatu lembaga
Negara/pemerintahan, dimana kewenangan tersebut terus
menerus dan dapat dilaksanakan atau prakarsa sendiri setiap
waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang
diberikan;

Kewenangan delegasi adalah bentuk kewenangan yang
dilimpahkan untuk membuat peraturan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan
secara tegas maupun tidak. Bentuk kewenangan ini tidak
“diberikan” sebagaimana pada atribusi, melainkan
“diwakilkan’;

Sedangkan kewenangan mandat adalah pelimpahan dalam
hubungan rutin atasan dan bawahan, hal yang biasa kecuali
yang dilarang dalan undang-undang. Sehingga contohnya
ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya

mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka
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konsekuensi tanggungjawab dan tanggunggugat tetap pada
pemberi mandat (kepala daerah).??

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan
daerah yang disebut kepala daerah. kepala  daerah sebagimana yang
dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk
daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali
kota.?® Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, untuk provinsi
disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan
untuk kota disebut wakil wali kota. Daerah provinsi yang berciri
kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara
geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang
didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau
sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Kabupaten
adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi.
Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi
adalah kota. Secara umum, baik kabupaten atau kota bukanlah bawahan

dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggungjawab

2 HE Rakhmat Jazuli dan Nurikah, “Hukum Administrasi Negara

Indonesia” (Modul Bahan Ajar Untuk Kalangan sendiri, Fakultas Hukum universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2013), h. 54

* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2)



26

kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom
yang diberi wewenang mengatur dan mengurus pemerintahannya
sendiri.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tugas,
wewenang dan kewajiban serta larangan atau dalam hal ini adalah
batasan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kepada masyarakat.*

. Metode Penelitian
Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala dengan jelas menganalisanya dan dengan mengadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.?
Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul
yang penulis tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan data-data

yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah

sebagai berikut :

?* https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_Indonesia , Diakses
pada 23 Oktober 2019, pukul 23:42 WIB

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Pers,
1984), h. 2
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1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman
(verstehen/understanding) yang sifatnya umum terhadap suatu
kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih
dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap
kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan
analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman
umum yang ada.”®

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini
dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan
kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan
dengan penelitian tersebut.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu

penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah:

?® pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019, h. 5
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a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode
pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami
hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga Negara atau pejabat berwenang dan megikat
secara umum. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan
adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi.”’

Karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang
menjadi titik central permasalahan yang harus diteliti.
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan tentang
pemerintahan daerah dan juga tugas dan wewenang kepala
daerah.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan
sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini

sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2011), h.
96-97
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hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui
pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan
dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum
tersebut.?®
Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan
pendekatan historis atau bisa pula disebut dengan pendekatan
sejarah yang memungkinkan penulis untuk memahami hukum
secara lebih mendalam. Dalam penlitian ini yaitu memahami
hukum tentang pemerintahan daerah.
3. Sumber Hukum Penelitian
Sumber hukum yang digunakan oleh penulis untuk menunjang
tercapainya penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan bahan non-
hukum, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.? Bahan hukum primer penulis berupa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

%8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ..., h. 126
%9 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... , h. 141
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1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Pemerintah Di Wilayah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik
melalui dokumen tidak resmi yang kemudian diperoleh oleh
penulis.
b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping adanya bahan hukum primer, penulis juga
menggunakan bahan hukum sekunder untuk mendukung dalam
menyelesaikan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®® Bahan

hukum yang digunakan penulis berupa buku-buku ilmiah ilmu

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... , h. 141
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hukum serta dokumentasi publikasi hasil pemikiran para
sarjana hukum yang berupa jurnal-jurnal hukum, makalah
ilmiah dan tulisan-tulisan lepas lainnya. Sebagai bahan hukum
sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk
skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum
termasuk yang online. Bahan hukum sekunder yaitu bahan
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.*
Dan bahan hukum sekunder penulis adalah berbagai buku yang
membahas tentang pemerintahan daerah.
c. Bahan Non-Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, peneliti
hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum
apabila di pandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat
berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi,
filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-
hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai
relevansi dengan topik penelitian.®? Dan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan buku-buku ilmiah seperti buku mengenai

%1 Beni Ahmad saebani, Metode Penelitian Hukum, (bandung : Pustaka Setia,
2009) , h. 60
%2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... , h. 143
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politik, kamus besar bahasa Indonesia dan juga tulisan-tulisan
lepas lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenubhi
standar data yang diterapkan.®®

Untuk mendapatkan data-data yang relevan yang dibutuhkan
dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan
(Library Research) dengan membaca dan mengutip tulisan yang
ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-
buku, artikel, naskah , dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas.

5. Pengolahan Data

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum yang
diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan
dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab
persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas. Setelah semua

bahan diolah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan

%% Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308
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analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang akhirnya dapat

diketahui bagaimana analisis batasan kewenangan kepala daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang

Pemerintahan Daerah
Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut dioleh dengan

menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan
informasi secara rinci dan kemudian menguraikannya.

b. Metode Induktif, yaitu penulis memperlajari data-data yang
bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh
kesimpulan yang bersifat umum.

6. Teknik Penulisan
Teknik penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan
skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten tahun 2019.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka
penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab dengan tujuan
agar mudah dipahami dan terarah. Pembagian bab dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut :
BABI: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat



BAB Il :

BAB III :

BAB IV :

BAB V:
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penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka
pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Kekuasaan pemerintahan daerah, terdiri dari pemerintah
daerah, perangkat daerah, dan otonomi daerah yang
berisikan definisi pemerintahan daerah, perangkat daerah
dan otonomi daerah, sejarah pemerintahan daerah, dan asas-
asas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, serta
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.

Tugas, wewenang, dan kedudukan antara gubernur dan
bupati/wali kota, terdiri dari gubernur dengan tugas,
wewenang dan kedudukan gubernur. Bupati/wali kota
dengan tugas, wewenang, dan kedudukan bupati/wali kota
serta perbedaan gubernur dan bupati/wali kota.

Analisis batasan kewenangan kepala daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah, terdiri dari kewenangan kepala
daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah, dan kewenangan kepala
daerah dalam mengatur daerah otonom berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tantang
Pemerintahan Daerah

Penutup berisikan kesimpulan dan saran.



